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ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNSUR PEMERASAN
DALAM PRAKTIK PARKIR LIAR DI KAWASAN FASILITAS UMUM
DI KOTA PALEMBANG

MONICA PINKAN ARIA
502022313

Praktik parkir liar di kawasan fasilitas umum di Kota Palembang tidak hanya
merupakan pelanggaran administratif, tetapi dalam praktiknya juga berpotensi
memenuhi unsur tindak pidana pemerasan, yang ditandai dengan adanya pungutan
tanpa dasar kewenangan yang sah serta adanya tekanan secara implisit kepada
masyarakat, bahkan pada lokasi yang secara normatif telah dinyatakan bebas
biaya karena telah membayar retribusi kepada pemerintah daerah; penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis praktik parkir liar sebagai bentuk tindak pidana
pemerasan serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum pidana terhadap
praktik tersebut di Kota Palembang dengan menggunakan metode yuridis empiris
melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan didukung data lapangan
berupa wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Palembang; hasil penelitian
menunjukkan bahwa praktik parkir liar telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana
pemerasan, khususnya adanya perbuatan menguntungkan diri sendiri secara
melawan hukum yang disertai situasi yang memaksa, namun penegakan hukum
terhadap praktik ini masih belum optimal karena terkendala keterbatasan
pengawasan, penertiban yang tidak berkelanjutan, adanya indikasi perlindungan
dari pihak tertentu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan
pelanggaran, serta minimnya kesadaran hukum baik dari pelaku maupun
masyarakat; oleh karena itu, diperlukan langkah yang lebih komprehensif dan
berkelanjutan melalui penguatan pengawasan berbasis wilayah rawan, penerapan
sanksi pidana secara tegas, peningkatan koordinasi antar instansi, serta penguatan
edukasi hukum kepada masyarakat agar penegakan hukum terhadap praktik parkir
liar dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan efek jera.

Kata kunci: parkir liar, pemerasan, penegakan hukum pidana, Kota Palembang
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ABSTRACT
JURIDICAL REVIEW OF EXTORTION ELEMENTS IN ILLEGAL
PARKING PRACTICES IN PUBLIC FACILITY AREAS IN THE CITY OF
PALEMBANG

MONICA PINKAN ARIA
502022313

lllegal parking practices in public areas in Palembang City are not only
administrative violations but can also be considered a form of extortion in
practice, as reflected in the collection of parking fees by unauthorized attendants,
often accompanied by implicit pressure on the public, even in locations that are
officially free of charge because the parking fees have already been covered
through local government retribution; this study aims to examine illegal parking
as a form of extortion and to assess the effectiveness of criminal law enforcement
in addressing this issue in Palembang City using an empirical juridical approach
that combines legal analysis with field data obtained through interviews with the
Palembang City Transportation Agency, the findings show that illegal parking
practices meet the elements of extortion, particularly in terms of unlawfully
obtaining benefits under coercive circumstances, however, law enforcement
remains suboptimal due to several challenges, including limited supervision,
recurring violations after enforcement actions, indications of protection from
certain parties, low public willingness to report, and a general lack of legal
awareness among both perpetrators and the community; therefore, more
consistent and comprehensive efforts are needed, such as strengthening
supervision in high-risk areas, enforcing stricter criminal sanctions, improving
coordination between relevant institutions, and raising public awareness of legal
rights and obligations in order to improve the effectiveness of law enforcement
and create a stronger deterrent effect.

Keywords: illegal parking, extortion, law enforcement, Palembang City
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan mengakui dan
menjamin hak asasi manusia sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan
kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini menyediakan jaminan
perlindungan serta kepastian hukum bagi seluruh warga negara tanpa
membedakan status maupun kedudukan, sehingga semua warga negara berhak
mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang setara di mata hukum maupun
pemerintahan.Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menegakkan
hukum secara adil, tegas, dan merata bagi seluruh rakyatnya. Efektivitas
penegakan hukum bukan hanya ditentukan oleh kinerja aparat, tetapi juga oleh
tingkat kesadaran masyarakatnya. untuk menaati setiap ketentuan hukum yang
berlaku. Ketaatan terhadap hukum mencerminkan penghormatan terhadap tatanan
kehidupan berbangsa dan bernegara, karena hukum berfungsi sebagai pedoman
dan kaidah yang harus dijunjung tinggi demi terciptanya keadilan, ketertiban,
serta kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.!

Keadilan sosial salah satu prinsip utama berdasarkan sistem hukum
nasional Indonesia yang bertujuan menciptakan kesetaraan, keseimbangan, serta
kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Konsep keadilan juga berkaitan dengan

nilai moral yang memberikan jaminan bagi setiap orang untuk dapat hidup dengan

! Mursyidin AR, et. al, Hukum Tata Negara, Nangrak, Benteng, Warudoyong, Sukabumi,
Haura utama, 2023, Hlm 75-76.



layak dan bahagia. Pemahaman mengenai keadilan harus melihat posisi seseorang
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena keadilan tidak hanya
menyangkut sifat individu, tetapi juga hubungan dengan sesama, dengan
komunitas, bahkan dengan negara. Pada praktiknya, keadilan hadir di berbagai
aspek kehidupan, sebagaimana hukum juga melekat di setiap sendi kehidupan.
Wujud keadilan dapat muncul dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan berbagai
sektor lainnya.?

Pemerasan adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan
keuntungan untuk ditrinya sendiri maupun pihak lainnya secara melawan hukum.
Tindakan pemerasan ini dilakukan dengan memaksa orang lain, baik melalui
kekerasan maupun ancaman agar mereka menyerahkan barang, memberikan
sesuatu, atau memaksa orang tersebut berutang maupun menghapuskan utang.
Dalam hukum, tindakan ini dikenal dengan istilah “afpersing”.?

Pemerasan sudah diatur di dalam Pasal 368 di dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan
atau ancaman adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya
membuat hutang maupun mengahpuskan piutang, diancam karena
pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”

Sudah di perbarui dalam Undang-undang No 1 Tahun 2023 menjadi Pasal

482 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru sebagai berikut:

2 Sabriyana, et.al, Kurangnya Keadilan Sosial yang Berdampak Besar bagi Kelangsungan
Hidup di Indonesia, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 8§ No. 1 Tahun 2024, Him 7817,
https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13568.
3 Faizal Hamzah Yuwono Putra, dkk, Analisa Terhadap Tindak Pidana Pemerasan
Dan
Ancaman Dalam Putusan Nomor 749/K/Pid/2013, Jurnal Judiciary, Vol.10 No. 1 Tahun 2021,
Him
40.


https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13568

“Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9
(Sembilan) tahun, setiap orang dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan.”

Aksi pemerasan oleh juru parkir liar sering kali terjadi di praktik parkir
liar, seperti juru parkir liar yang sering memaksa konsumen untuk parkir ke
tempat yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk parkir dan juru parkir liar
kerap menetapkan tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan, Dimana itu
sangat merugikan bagi pengguna jasa parkir.

Juru Parkir liar ada dua kategori yaitu juru parkir yang resmi dan tidak
resmi atau juru parkir liar, perbedaan anatara juru parkir resmi dan juru parkir liar
adalah juru parkir resmi itu sudah terdaftar, memenuhi syarat yaitu mengikuti
pelatihan dan memiliki identitas diri resmi berupa kartu anggota petugas parkir,
rompi serta memberikan tiket parkir yang sah. Sedangkan juru parkir liar
merupakan orang yang menjalankan tugas parkir tanpa terdaftar secara resmi dan
tanpa mendapatkan pelatihan yang seharusnya, tidak memiliki identitas sebagai
juru parkir yang sah* juru parkir liar juga tidak bertanggung jawab jika terjadi
kehilangan, kerusakan ataupun penahanan kendaraan.

Terkadang juru parkir liar juga sering meminta bayaran parkir padahal
korban sedang berhenti sejenak dan tidak meninggalkan kendaraan yang sudah di

jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 1 angka 15 tentang

lalu lintas dan angkutan jalan

4 Alvi Mevia Elbatista, dkk, Analisis Dampak Parkir Liar Terhadap Tingkat Kunjungan
Konsumen Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Di Kota Bandar Lampung, Jurnal Bisnis,
Ekonomi Syariah,Dan Pajak Vol 1, no. 4 (2024): Hlm 01—
02,https://doi.org/10.61132/jbep.v1i4.553.



“Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk
beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Pemerasan pada praktik parkir liar juga banyak ditemui di fasilitas-fasilitas
umum yang ada seperti, bahu jalan raya, taman, area mini market, trotoar, area
perkantoran, pasar, sekolah ada juga juru parkir liar yang melakukan pemerasan
atau pemaksaan kepada korban pemalakan untuk membayar tarif parkir padahal
berada di area parkir resmi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana dalam Pasal 1 angka 34
menyebutkan bahwa :

“Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir

di luar badan jalan dan atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk

ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok

usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan
tempatpenitipan Kendaraan Bermotor”.

Larangan parkir di badan jalan atau di jalan raya sudah diatur dalam
Peraturan Walikota No 40 tahun 2015 pada Pasal 3 ayat (2), yang berbunyi:

“Pada kondisi isidentil, ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat digunakan untuk tempat parkir setelah mendapat izin dari

walikota.”
dan jika tidak dalam keadaan isidentil kendaraan akan ditahan sesuai dengan
Pasal 4 yang berbunyi:

“kecuali pada kondisi insidentil, kendaraan yang diparkirkan pada badan

jalan dikenakan Tindakan administrative berupa penguncian roda

kendaraan dan penderekan”.

Larangan Praktik Parkir Liar diberlakukan untuk memastikan tidak

terjadinya penyempitan jalan dan tidak terjadi kemacetan lalu lintas, karena jika

5> Ebed Prawinata Lumbantobing, Pengetahuan Juru Parkir Terhadap Penyelenggaraan
pelayanan Perparkiran Di J. HR Soebrantas Kota Pekanbaru, JOM FISIP, Vol. 10 No. 1Tahun
2023, Him 02.



penyempitan jalan maka banyak pengguna jalan menjadi terganggu dan
mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Praktik parkir yang dilakukan
oleh tukang parkir tidak sah menimbulkan kerugian baik bagi masyarakat maupun
pemerintah karena keuntungan yang didapatkan itu masuk ke kantong pribadi dan
tidak disetorkan kepada pemerintah sebagai bagian dari pendapatan daerah (kas
daerah).

Praktik parkir liar di fasilitas umum juga banyak terjadi di Kota
Palembang, yang menyebabkan kemacetan terutama parkir liar di pinggir jalan
raya. Pemerasan oleh juru parkir sering terjadi di tempat yang padat seperti sekitar
bangunan mall, sekolah, taman kota, daerah perkantoran, tempat rekreasi, tempat
makan atau restoran.

Banyak terjadi kasus pemerasan yang dilakukan oleh juru parkir liar di
Kota Pelembang, salah satunya kasus Pemalakan kepada pengunjung di sejumlah
minimarket di Kota Palembang yang terletak di Jalan Kolonel H. Burlian, Jalan
Sukabangun II, Jalan RA Abusamah dan Jalan Basuki Rahmat, dimana juru parkir
liar yang menjalankan kegiatan pemalakan atau pemerasan hanya dibina dan jika
mereka malakukannya lagi akan di tindak pidana ringan (tipiring), yang tidak
sesuai dengan peraturan undang-undang karena pemalak atau juru parkir liar

sudah melakukan tindak pidana pemerasan.’

¢ Anggito Abimanyu, dkk , Faktor peneyebab Peningkatan Fenomena Parkir Liar di
Kawasan Perkotaan: Tinjauan Literatur, Triwikarma: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial, Vol. 8 No.
2 Tahun 2025, Hlm 22, https://doi.org/10.6578/triwikrama.v8i2.

7 Tasmalinda, Bongkar praktik parkir liar di Palembang: Ada jejak setoran hingga ke
ketua RT. SuaraSumsel.id, di akses pada tanggal 19 November 2025 melalui
https://sumsel.suara.com/read/2025/05/16/222642/bongkar-praktik-parkir-liar-di-palembang-ada-
jejak-setoran-hingga-ke-ketua-rt.


https://doi.org/10.6578/triwikrama.v8i2
https://sumsel.suara.com/read/2025/05/16/222642/bongkar-praktik-parkir-liar-di-palembang-ada-jejak-setoran-hingga-ke-ketua-rt
https://sumsel.suara.com/read/2025/05/16/222642/bongkar-praktik-parkir-liar-di-palembang-ada-jejak-setoran-hingga-ke-ketua-rt

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan , penjelasan tentang
banyak terjadi pemerasan oleh juru parkir liar . Penulis tertarik untuk membuat
penelitian yang berjudul “TINJUAN YURIDIS TERHADAP UNSUR
PEMERASAN DALAM PRAKTIK PARKIR LIAR DI KAWASAN
FASILITAS UMUM DI KOTA PALEMBANG”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan, berikut adalah rumusan
masalah:

1. Bagaimana praktik parkir liar di kawasan fasilitas umum dapat
dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan?

2. Apa kendala penegakan hukum pidana dalam menanggulangi praktik
parkir liar yang mengandung unsur pemerasan di kawasan fasilitas
umum?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini berfokus pada kajian hukum mengenai unsur-unsur tindak
pidana pemerasan sudah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023, pada
Pasal 482 KUHP baru serta penerapannya terhadap praktik parkir liar yang terjadi
di kawasan fasilitas umum di Kota Palembang. Penelitian ini dilakukan di wilayah
Kota Palembang seperti di area-area perkantoran, pasar, taman, trotoar, bahu jalan
raya dan sekolah.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian



1. Tujuan Penelitian

a. Menganalisis unsur-unsur pemerasan dalam praktik parkir liar di
Kawasan fasilitas umum di Kota Palembang, dimana banyak terjadi
pemerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengaku
sebagai juru parkir.

b. Mengidentifikasi kendala-kendala dalam menegakkan peraturan
terhadap praktik parkir liar yang dilakukan oleh juru parkir liar di
Kawasan fasilitas umum di kota Palembang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis
Memperluas pemahaman tentang ilmu hukum khususnya pada tidak
pidana pemerasan terutama menganalisis elemen-elemen dalam
praktik parkir liar yang belum banyak terekspos ataupun belum
banyak yang mengkaji dan bagaimana penegakan hukum dalam
kasus praktik parkir liar yang terjadi di Kota Palembang serta
memperdalam ilmu tentang unsur-unsur pemerasan dalam praktik
parkir liar.

b. Manfaat Praktis
Memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum dalam
mengegakkan hukum dan menangani kasus pemerasan, serta
memberikan manfaat bagi pemerintah daerah Kota Palembang dalam

mengevaluasi dan menertibkan praktik parkir liar agar tidak



mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat di sekitar
fasilitas umum di Kota Palembang.
E. Kerangka Konseptual
Berikut istilah-istilah untuk memperjelas istilah yang berkaitan dengan topik
penelitian.
1. Tinjauan Yuridis
Tinjauan Yuridis merupakan pembahasan atau penelaahan suatu persoalan
yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Tinjauan yuridis juga
bisa diartikan sebagai usaha untuk mempelajari, memahami dan menelaah
sesuatu hal secara mendalam dari sudut pandang hukum, baik melalui
pemeriksaan, analisis, maupun pendapat yang sudah melewati
penyelidikan menurut hukum atau kajian hukum.?
2. Pemerasan
Pemerasan merupakan salah satu bentuk dari kejahatan yang sifatnya
melawan hukum serta undang-undang hukum pidana. Kasus tentang
tindak pidana pemerasan sudah diatur di dalam Pasal 482 KUHP Baru
yaitu:
“Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9
(Sembilan) tahun, setiap orang dengan maksud untuk menguntungkan diri

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan”

8 Wdihartati Setiasih, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Anak
Berdasarkan Uu No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Unggaran,
Universitas Darul Ulum, 2020, Hlm 12.



Pemerasan adalah perbuatan dimana menguntungkan individu atau diri
sendiri dan merugikan orang lain.’

3. Praktik Parkir Liar
Praktik Parkir Liar adalah kegiatan memarkir kendaraan di tempat yang
tidak ditunjuk secara resmi oleh pemerintah daerah atau instansi
berwenang. Praktik ini umumnya terjadi di pinggir jalan, trotoar, depan
pertokoan, atau area publik lainnya tanpa izin dan tanpa pengelolaan yang
sah.!1?

4. Fasilitas Umum
Fasilitas Umum adalah tempat yang diberikan secara khusus untuk
kepentingan bersama dan dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Keberadaannya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan, kenyamanan,
serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Contoh dari fasilitas
umum antara lain jalan raya, jembatan, taman kota, rumah sakit, dan
penerangan jalan.'!

5. Kota Palembang
Palembang adalah pusat pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan dan
mempunyai sejarah panjang sejak abad ke-7. Pada masa lampau, dahulu,
kota ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya,

kerajaan Melayu besar yang menguasai sebagian wilayah barat Nusantara

® Awaluddin Putra Kesuma dan Muhammad Yahya Selma, Pertanggungjawaban Pelaku
Tindak Pidana Pemerasan Pada Kendaraan di Jalan Pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir
Timu (IT) I Palembang, Jurnal Hukum Doctrinal 7, No. 2 Tahun 2022, Him 110.

10 Cahya Ulandari, Penanganan Parkir Liar Perspektif Siyasah Syar ‘iyah Studi di Dinas
Perhubungan Kota Parepare, Parepare, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2025, Hlm 05.

'I' Nadia Maylina, Dampak Ketersediaan Fasilitas umum Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Masyarakat Kelurahan Ciporang, Jakarta, UIN Jakarta, 2025, HIm 16-17.
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serta jalur perdagangan maritim di Selat Malaka. Setelah Kesultanan
Palembang dihapuskan, wilayah ini resmi masuk ke dalam administrasi
Hindia Belanda pada tahun 1825. Kemudian, pada 1 April 1906,
Palembang ditetapkan sebagai kota oleh pemerintah kolonial. Saat ini,
Palembang kemudian tumbuh menjadi salah satu kota besar dan
berpengaruh di Pulau Sumatera maupun Indonesia.!?
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan
Berikut adalah bagian yang memaparkan hasil kajian dari penelitian
terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Tabel 1. 1 Review Studi Terdahulu yang Relevan

No Judul Nama Tahun Hasil Penelitian

Penelitian

1. | Penegakan Akrim Mualif 2024

Hukum Alfatiri, Wawan diatur dalam Pasal 368 Kitab
Terhadap Indrawan, Joni, Undang-Undang Hukum
Tindak Pidana | Firmansyah Pidana  (KUHP). Pasal
Juru  Parkir | (Sekolah Tinggi tersebut menyatakan bahwa:

Liar Di Kota | Ilmu Hukum “Barang siapa dengan
Palembang Sumpah maksud menguntungkan diri
(Jurnal) Pemuda) '3 sendiri atau orang lain secara

melawan hukum, memaksa
seseorang dengan kekerasan
atau ancaman  kekerasan
untuk  memberikan  suatu
barang sesuatu, yang
seluruhnya atau sebagian
adalah kepunyaan orang itu

12 Nur Holipahtus sa’diah, Reka Seprina, Perkembangan Kota Tua Palembang Masa
Kolonialisme (1825-1942) sebagai bahan ajar di SMA N 3 Kota Jambi, Dewaruci:Jurnal Sejarah
dan Pengajarannya, Vol 2 No. 2 Tahun 2023, Hlm 63,
https://doi.org/10.572349/dewaruci.v2i2.1588.

13 Akrim Mualif Alfatiri, dkk, Tinjauan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Pemerasan
Yang Dilakukan Oleh Juru Parkir Liar Di Kota Palembang, Sekolah Tinggi [lmu Hukum Sumpah
Pemuda, Lex Stricta, Vol. 2 No. 3, 2024, Hlm 191-192, https://Doi.10.46839/lexstricta.v2i3.35.
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atau orang lain, atau supaya
membuat hutang maupun
menghapuskan piutang,
diancam karena pemerasan
dengan pidana penjara paling
lama sembilan bulan.”

Tinjauan
Kriminologi
Terhadap
Tindak Pidana
Pemerasan
Yang
Dilakukan
Oleh
Parkir
Resmi
Kota Jambi
(skripsi)

Juru
Tidak
Di

Bima Tri Satria
(Fakultas
Hukum
Universitas
Batanghari)'4

2024

1.Maraknya keberadaan juru
parkir liar di Kota Jambi
disebabkan oleh sejumlah
faktor  yang mendasari
terjadinya praktik pemerasan
oleh oknum yang tidak
memiliki izin resmi. Salah
satu  penyebab utamanya
adalah faktor internal atau
pribadi, di mana individu
memilih menjadi juru parkir
liar karena dianggap sebagai

cara mudah untuk
memperoleh uang tanpa perlu
bekerja keras. Mereka hanya
perlu meniup peluit saat
kendaraan akan pergi, lalu
meminta bayaran  parkir.
Meskipun banyak masyarakat
sadar bahwa itu merupakan
parkir liar yang tidak resmi,
namun karena enggan terjadi
konflik atau keributan,
mereka tetap memberikan
sejumlah uang Faktor lainnya
adalah faktor eksternal atau

lingkungan sekitar.
Lingkungan  yang  tidak
kondusif dapat

mempengaruhi pola pikir dan
perilaku seseorang, termasuk

membenarkan tindakan
pemerasan. Tinggal di
lingkungan yang terbiasa

dengan praktik semacam itu,
serta melihat perilaku serupa
dari rekan-rekan sekitarnya,

4 Bima Tri Satria, Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang
Dilakukan Oleh Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota jambi, jambi, Repository Universitas Batanghari,
2024, Hlm 50-51.
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membuat para preman yang
menyamar sebagai juru parkir
menganggap  praktik  ini
sebagai pekerjaan sehari-hari.
2. Sanksi merupakan wujud
nyata dari norma hukum yang
memiliki dua sisi
karakteristik, yakni sebagai
bentuk ancaman maupun
harapan. Penerapan sanksi
dapat menimbulkan dampak
positif maupun
negatifterhadap kondisi sosial
masyarakat.

Dalam rangka mencegah
keberadaan juru parkir liar
yang berpotensi melakukan
pemerasan terhadap para
pengendara, penting bagi
pihak berwenang atau
pemangku kepentingan
terkait untuk menegakkan
hukum secara tegas dan
terukur di  Kota Jambi.
Langkah  penanganan ini
dapat  dilakukan  melalui
pembinaan dan pengawasan
yang intensif, eksklusif, serta
berkelanjutan, disertai dengan
penerapan instrumen hukum
yang tepat. Dengan demikian,
persoalan parkir liar tidak lagi
menjadi  pekerjaan  rumah
yang terus berulang tanpa
penyelesaian, dan tidak lagi
menjadi masalah klasik yang

terus membayangi  Kota

Jambi.
Penerapan Mohammad 2023 | Dari penjelasan tersebut,
Sanksi Pidana | Riyan dapat disimpulkan bahwa
Terhadap Hidayatulloh perbedaan  utama  antara
Pungutan Liar | (UIN Sunan parkir sah dan tidak sah
Oleh Ampel bergantung  pada  lokasi
Penyelenggara parkir, jenis karcis yang
Parkir Ilegal dipakai, apakah ada petugas

(jurnal)

yang mengenakan seragam,
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Surabaya)'’ keberadaan kartu identitas
petugas, dan pola komunikasi
yang digunakan.

Masalah yang sering ditemui
saat ini adalah adanya juru
parkir nakal yang mematok
tarif parkir lebih tinggi dari
ketentuan pemerintah.
Meskipun peraturan daerah
telah mengatur tarif parkir,
banyak juru parkir
mengabaikannya. Praktik
pemungutan iuran tidak resmi
ini termasuk dalam tindak
pidana korupsi, sebagaimana
diatur dalam Pasal 12 huruf e
Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 yang bersumber
dari pasal 423 KUHP,
merujuk pada Pasal 1 ayat (1)
huruf ¢  Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1971 serta
Pasal 12 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999
tentang  Tindak  Pidana
Korupsi, yang kemudian
diperbarui dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun
2001.

Selain itu, tindakan ini juga
memenuhi unsur penipuan
berdasarkan Pasal 368 ayat
(1) KUHP, sehingga pelaku
dapat dikenai proses pidana
dengan ancaman hukuman
penjara paling lama sembilan
bulan karena mengandung
unsur pidana.

Dari table diatas penelitian yang di teliti, Penelitian pertama oleh Akrim

Mualif Alfatiri, Wawan Indrawan, Joni, Firmansyah yang berjudul Penegakan

15 Mohammad Riyan Hidayatulloh, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar
Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal, UIN Sunan Ampel Surabaya, Jurnal Legicia Vol. 15 No. 1,
2023, Him 47, https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.250.
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Hukum Terhadap Tindak Pidana Juru Parkir Liar Di Kota Palembang yang
kesimpulannya Praktik parkir liar yang dilakukan tanpa izin resmi dapat
dikategorikan sebagai bentuk pungutan liar sekaligus tindak pidana pemerasan,
karena menyalahi ketentuan hukum yang berlaku serta menimbulkan kerugian
bagi masyarakat dan pemerintah.

Penelitian kedua oleh Bima Tri Satria yang berjudul Tinjauan Kriminolgi
Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Juru Parkir Tidak
Resmi Di Kota Jambi yang kesimpulannya Parkir liar merupakan permasalahan
hukum dan sosial yang muncul akibat kurangnya pengawasan serta rendahnya
kesadaran masyarakat, sehingga diperlukan upaya penanganan yang tepat untuk
mengatasi penyebab dan dampaknya secara menyeluruh.

Penelitian ketiga oleh Mohammad Riyan Hidayatulloh yang berjudul
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir
Ilegal yang kesimpulannya praktik parkir liar merupakan perbuatan melawan
hukum yang tergolong sebagai tindak pidana pemerasan, penipuan, bahkan
korupsi karena dilakukan tanpa izin resmi dan menimbulkan kerugian bagi
masyarakat sesuai ketentuan Pasal 482 KUHP dan UU Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan penelitian ini kesimpulannya praktik parkir liar di berbagai
fasilitas umum, terutama di Kota Palembang, merupakan pelanggaran hukum
yang termasuk tindak pidana pemerasan sesuai Pasal 482 KUHP. Kegiatan ini
merugikan masyarakat dan pemerintah karena dilakukan tanpa izin resmi serta

tidak menyetorkan hasilnya ke kas daerah. Sebagai negara hukum, Indonesia
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harus menegakkan aturan secara tegas dan meningkatkan kesadaran masyarakat

agar tercipta ketertiban, keadilan, dan keamanan di lingkungan publik
G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menerapkan metode empiris, yaitu penelitian yang
mengumpulkan data berdasarkan kejadian atau praktik yang berlangsung
di lapangan atau dengan kata lain, kajian ini mencoba melihat bagaimana
hukum benar-benar berjalan di masyarakat, bagaimana masyarakat
menanggapinya, dan penerapan hukum dalam situasi nyata di kehidupan
masyarakat sehari-hari.'®

2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah pihak atau objek
yang menjadi asal diperolehnya berita. Jika peneliti mengumpulkan data
melalui kuesioner atau wawancara, pihak yang memberikan jawaban
disebut responden, yaitu orang yang menanggapi pertanyaan yang
disampaikan, baik melalui tulisan ataupun ucapan. Sementara itu, jika
peneliti menggunakan metode observasi, maka sumber data dapat berupa
objek, aktivitas, gerakan, atau suatu proses yang diamati, sumber data
penelitian ada dua, yaitu data primer dan data sekunder.!’

a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti tanpa melalui

pihak lain yaitu dari sumber aslinya untuk kepentingan

16 Syafliansah, dkk, Metode Penelitian Hukum, Sleman, Yogyakarta, Zahir Publishing,
2025, Hlm 30

7 Benny S.Pasaribu, dkk, Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis, Banten,
Media Edu Pustaka, tahun 2022, Hlm 84.
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penelitiannya sendiri. Data ini bersifat pribadi atau khusus, tidak
dipublikasikan secara umum, dan tidak bisa digunakan oleh peneliti
lain karena tujuan setiap penelitian berbeda-beda.'®

1) Hasil Observasi oleh responden seperti responden menjadi
korban pemerasan oleh juru parkir liar saat sedang parkir di
Fasilitas Umum.

2) Hasil Wawancara contohnya wawancara dengan responden
atau korban pemerasan, Dishub Kota Palembang dan juru
parkir liar.

3) Pengisian angket atau pengisian kuisioner yang diisi oleh
para korban pemerasan yang tidak bisa di wawancarai
secara langsung.

b. Data sekunder merupakan informasi tambahan, data ini didapatkan
bukan dari sumber utamanya secara langsung. Data ini biasanya
berasal dari buku, dokumen resmi, jurnal ilmiah, laporan penelitian,
maupun artikel yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.'?,
berikut adalah penjelasan dari bahan-bahan hukum:

1) Bahan Hukum Primer merupakan sumber pokok yang
menyediakan keterangan yang terkait dengan berbagai hal
yang dapat memengaruhi penerapan suatu peraturan. Jenis

bahan hukum ini mencakup dokumen-dokumen resmi

18 Almasdi Syahza, Metodoligi Penelitian, Riau, UR Press Pekanbaru, 2021, Hlm 90.
19 Karimuddin Abdullah, dkk, Metode Penelitian Kuantitatif, Yayasan Penerbit
Muhammad zaini, Aceh, 2022, Hlm 62.
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seperti UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah,
keputusan menteri, traktat, serta peraturan hukum lainnya.?°
Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang
mempunyai hubungan dengan bahan primer serta
digunakan untuk memudahkan proses analisis maupun
pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan-bahan
tersebut bisa meliputi draft peraturan perundang-undangan,
aturan yang sudah tidak lagi digunakan, tulisan ilmiah para
pakar hukum, berbagai hasil penelitian, jurnal, serta sumber
lain yang sejenis dan relevan.?!

Bahan Hukum Tersier merupakan sumber hukum
pelengkap yang berfungsi menyediakan dukungan
informasi tambahan yang membantu memperjelas bahan
hukum primer dan sekunder. Fungsinya menyediakan
keterangan tambahan yang membantu memahami dua jenis
bahan hukum tersebut. Contoh yang termasuk bahan hukum

tersier adalah kamus dan ensiklopedia.?

20 Bambang Karsono, Amalia Syauket, Metode Penelitian Hukum dan Teknik Penulisan
Skripsi, Bekasi Utara, Jawa Barat, Ubhara Jaya Press, 2021, Him 44-46.

2l Muhammad Syarif, Metode Penelitian Hukum, Kota Padang, Sumatera Selatran, Get
Press Indonesia, 2024, Him 74.

22 Hari Sutra Disemadi, Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metedologi
Penelitian Hukum, Journal of Judicial Review, Vol. 25 No. 2 Tahun 2022, Hlm 299,
http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v

24i2.7280.
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3. Metode Pengumpulan Data
Metode Pengumpulan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini
melalui metode studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi
kepustakaannya meliputi buku, jurnal ilmiah, undang-undang, peraturan
daerah, peraturan wali kota, sedangkan studi lapangan melakukan
pengumpulan data secara langsung atau turun ke lapangan melalui
wawancara dengan pelaksana teknis di bidang perparkiran, hasil observasi,
dan pengisian angket atau pengisian kuisioner.
4. Analisis Data
Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan pendekatan
deskriptif kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-
kata dan menggambarkan karakteristik atau sifat khusus yang tidak
berbentuk angka. Data seperti ini tidak dapat dinilai besar kecilnya secara
matematis dan biasanya dikumpulkan melalui wawancara, observasi,
diskusi, atau analisis dokumen. Informasi yang diperoleh kemudian
disajikan dalam bentuk uraian atau penjelasan deskriptif agar makna dan

konteksnya dapat dipahami secara mendalam.??

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini lebih
terstruktur, penulis menyusun materi ke dalam empat bab utama.yang kemudian
akan dijabarkan lebih rinci dalam sub-bab masing-masing

BAB I PENDAHULUAN

23 Abdul Fattah Nasution, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Harfa Creative, Tahun
2023, Hlm 91.
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Di dalam bab 1 memuat uraian mengenai latar belakang penelitian,
rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka
konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian dan
sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Di dalam bab ini membahas dasar-dasar teoritis dan yuridis yang
digunakan untuk menganalisis persoalan terkait unsur tindak pidana
pemerasan dalam praktik parkir liar di area fasilitas umum di Kota
Palembang

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Di dalam bab ini, penulis akan menjelaskan hasil penelitian dan
pembahasan yang berkaitan dengan praktik parkir liar di kawasan fasilitas
umum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan dan
kendala penegakan hukum pidana dalam menanggulangi praktik parkir liar
yang mengandung unsur pemerasan di kawasan fasilitas umum.

BAB IV PENUTUP
Bab ini berisi rangkuman hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya
dan dilengkapi dengan sejumlah saran yang diharapkan mampu

memberikan solusi atas masalah yang muncul.
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